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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Problem pelanggaran hukum atau dengan nama lain kejahatan atau tin-

dak pidana merupakan tanggungjawab setiap unsur masyarakat, oleh karena 

selain kejahatan itu setua usia sejarah kehidupan masyarakat, juga muncul dan 

berkembang dari konstruksi masyarakat itu sendiri. Kejahatan merupakan ke-

rawanan sosial dan penyakit membahayakan, tentu logis jika masyarakat me-

nunjukkan sikapnya. 

Van Bammelen pernah menyebut bahwa kejahatan adalah tiap per-

buatan yang bersifat tidak susila, melanggar norma, mengacaukan, dan me-

nimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam kehidupan masyarakat, se-

hingga masyarakat berhak untuk mencela, mereaksi, atau mengatakan pe-

nolakannya atas perbuatan itu. Masyarakat berhak membenci segala bentuk 

tindak kejahatan, karena di dalam kejahatan bukan hanya mengandung per-

buatan melanggar hukum, tetapi juga melanggar hak-hak sosial, ekonomi, dan 

lain sebagainya.
1
 

 

Kejahatan setua usia kehidupan manusia, maka tingkat dan ragam ke-

jahatan juga mengikuti realitas perkembangan kehidupan manusia. Ke-

cenderungannya terbukti bahwa semakin maju dan modern kehidupan masya-

rakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operandi ke-

jahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini seolah-olah membenarkan 

suatu adagium bahwa “di mana ada masyarakat, di situ ada kejahatan”. 
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Faktanya bahwa adagium “di mana ada masyarakat, di situ ada ke-

jahatan” memang terbukti. Realitas perkembangan kehidupan masyarakat di 

satu sisi menampakkan potret yang sebenarnya, bahwa setiap tahapan perkem-

bangan yang terjadi di tengah perubahan sosial bisa diniscayakan diikuti 

dengan berbagai kenyataan lain yang kurang menyenangkan, sebab realitas 

yang tidak menyenangkan ini adalah berbentuk perilaku menyimpang. 

Perilaku menyimpang yang berujung pada kejahatan atau tindak pi-

dana tidak bisa ditolerir lagi. Penyebabnya memang beragam, dari faktor sosi-

al, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Dalam beberapa kasus, tindak 

pidana yang terjadi bisa diakibatkan karena hal yang sepele, seperti karena 

perkataan yang bersifat menghina, orang dengan mudah melakukan pem-

balasan dengan melakukan penganiayaan. Selain itu, karena kesal atau tidak 

suka dengan seseorang dapat dijadikan alasan untuk melakukan tindak pidana. 

Beberapa kasus tindak pidana disebabkan pula karena masalah per-

ekonomian. Misalnya dalam kasus pencurian, yang mana si pelaku terpaksa 

mencuri untuk mengisi perut dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. 

Memang perbuatan si pelaku termasuk perbuatan melanggar hukum, akan 

tetapi keterpaksaan yang membuat si pelaku melakukan perbuatan tercela 

tersebut. Akan lebih tidak adil lagi, pelaku pencurian yang nilai barangnya 

kecil, harus dijatuhi pidana layaknya pelaku tindak pidana biasa.  

Dapat diambil contoh, seseorang yang mencuri makanan atau buah-

buahan karena kelaparan dibandingkan dengan koruptor yang memang ke-

rakusannya ingin menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan negara dan 
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rakyat Indonesia. Tentunya, jika dinilai dari kacamata masyarakat, mencuri 

makanan karena kelaparan, hukumannya cukup dengan mengganti barang 

yang sama atau pidana denda, tidak dengan pidana penjara, karena perbuatan 

pelaku dapat dimasukkan dalam tindak pidana ringan, mengingat nilai barang 

yang diambil termasuk kecil.   

Hakikat tindak pidana ringan adalah tindak-tindak pidana yang bersifat 

ringan atau tidak berbahaya, sedangkan hakikat pengaduan acara pemeriksaan 

tindak pidana ringan agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang 

sederhana. Hal yang menarik dari tindak pidana ringan adalah bahwa tercakup 

di dalamnya tindak pidana penghinaan ringan yang letaknya dalam Buku II 

KUHP.
2
 

 

Apapun bentuknya, perbuatan yang merugikan orang lain dan 

melanggar hukum, maka harus ditindak. Indonesia adalah negara hukum, 

maka negara Indonesia harus menegakkan hukum dan keadilan dalam masya-

rakat. Hal ini sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan 

bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum, 

maka negara Indonesia harus melindungi hak-hak warga negaranya dari 

tindakan-tindakan yang merugikan melalui hukum positif yang diterapkan, 

dalam hal ini adalah hukum pidana. 

D. Schaffmeister menyatakan bahwa hukum pidana merupakan hukum 

yang melindungi kepentingan publik atau masyarakat yang harus sesuai 

dengan konsep negara hukum. Di sini sumber kewenangan negara adalah 
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untuk melindungi kepentingan publik. Dalam hukum pidana dikenal asas lega-

litas. Asas legalitas mengandung makna bahwa : 
3
 

1. Ketentuan dapat dipidananya suatu perbuatan harus terjadi melalui 

undang-undang dalam arti formal atau berdasarkan kekuatan undang-

undang dalam arti formal, yang berarti undang-undang dalam arti materiil 

yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang lebih rendah harus ber-

dasarkan kuasa undang-undang dalam arti formal untuk berbuat demikian; 

2. Mengandung makna bahwa pembentuk undang-undang yang lehih rendah 

dapat membuat peraturan pidana selama mendapatkan legitimasi dari 

undang-undang dalam arti formal, tetapi tidak boleh menciptakan sanksi 

pidana selain yang ditentukan oleh undang-undang dalam arti formal. 

 

Perbuatan atau tindakan apapun yang disinyalir berdampak buruk 

terhadap masyarakat dan merugikan masyarakat, maka harus ditanggulangi 

karena perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan yang melawan hukum, 

sehingga harus diberikan sanksi yang tegas terhadap pelakunya. 

Perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang 

melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam 

arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam 

pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Di sinilah peran negara 

untuk melindungi masyarakat dan menanggulangi tindak pidana dengan me-

negakkan hukum pidana.
4
 

 

Upaya penanggulangan tindak pidana dilakukan melalui sistem 

peradilan pidana. Sistem peradilan pidana atau criminal justice system secara 

singkat dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk 

menanggulangi kejahatan, agar hal tersebut berada dalam batas-batas toleransi 

masyarakat. Gambaran ini hanya salah satu dari tujuan sistem peradilan pidana 
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secara universal, sehingga cakupan tugas sistem peradilan pidana itu memang 

dapat dikatakan luas, yaitu meliputi : 
5
 

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; 

2. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat menjadi puas 

bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku kejahatan telah dipidana; dan 

3. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan itu tidak meng-

ulangi perbuatannya lagi. 

 

Sistem peradilan pidana dapat dilihat dari berbagai perspektif, antara 

lain polisi, jaksa, hakim, tersangka/terdakwa dan korban kejahatan. Di antara 

perspektif tersebut, perspektif korban kejahatan akan membawa pada kecerah-

an sekaligus sebagai penyempurna dari perspektif lainnya yang dijadikan 

acuan dalam penyelenggaraan peradilan pidana sekarang ini. Sistem peradilan 

harus melindungi semua orang dan keadilan (substansial) ditujukan pada 

orang yang terlanggar haknya dan orang yang disangka melanggar hukum 

pidana harus diperlakukan secara adil (fair trial) atau keadilan prosedural.
6
 

 

Bentuk-bentuk tindak pidana dan pidananya telah diatur di dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain tindak pidana biasa, 

dalam KUHP dikenal adanya tindak pidana ringan atau yang disingkat dengan 

tipiring. Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana sifatnya ringan atau 

tidak berbahaya, tindak pidana ini tidak hanya berupa pelanggaran yang 

mencakup kejahatan-kejahatan ringan sebagaimana tertuang dalam Buku II 

KUHP, yaitu penganiayaan hewan ringan, penganiayaan ringan, penghinaan 

ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan 

ringan, dan penadahan ringan. 

Proses pemeriksaan pada perkara tindak pidana ringan berbeda dengan 

proses pemeriksaan pada perkara tindak pidana biasa. Disebutkan di dalam 

Pasal 205 ayat (1) KUHAP mengenai ketentuan pemeriksaan acara cepat yang 
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menyatakan bahwa : “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak 

pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau 

kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh 

ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam 

paragraf 2 bagian ini”. 

Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHAP tersebut, maka tindak pidana 

ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan 

paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima 

ratus rupiah. 

Saat ini, banyak perkara tindak pidana ringan yang mendapatkan 

sanksi pidana dengan ancaman hukuman yang cukup memberatkan, sedang-

kan pada perkara tindak pidana yang merugikan keuangan negara seperti 

tindak pidana korupsi, hanya dijatuhi hukuman beberapa tahun, belum lagi 

mendapatkan potong masa tahanan. 

Beberapa perkara yang pernah menjadi sorotan publik karena dianggap 

oleh masyarakat jauh dari nilai-nilai keadilan adalah kasus-kasus pencurian 

kakao dan kasus pencurian sandal jepit. Dalam kasus pencurian tersebut, nilai 

barang yang diambil oleh pelaku termasuk kecil, dan masyarakat umumnya 

menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam 

dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 

KUHP, oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.  

Penjatuhan pidana penjara terhadap perkara tindak pidana pencurian 

dengan nilai barang yang kecil tersebut, membuat kepercayaan masyarakat 
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pada penegakan hukum di Indonesia menjadi semakin luntur, mengingat 

sanksi pidana tersebut sangat jauh dari nilai-nilai keadilan masyarakat. Masih 

banyak yang harus diperhatikan dan dan diperbaiki dalam hal proses 

penyelesaian perkara pidana, mengingat hukum pidana adalah upaya terakhir 

dalam penegakan hukum.  

Banyaknya kasus pencurian ringan yang diproses dan dijatuhi dengan 

sanksi pidana sebagaimana tindak pidana biasa mulai meresahkan dan 

menciderai nilai-nilai keadilan masyarakat. Hukum yang harusnya dapat 

memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan menjadi senjata yang dapat 

melukai masyarakat. 

Keadilan merupakan tujuan terpenting. Menurut Plato bahwa keadilan 

merupakan nilai kebajikan yang tertinggi (justice the supreme virtue which 

harmonize all other virtues). Para filosof Yunani memandang keadilan sebagai 

suatu kebajikan individual (individual virtue). Oleh karena itu, dalam Institute 

of Justinian, diberikanlah definisi keadilan yang sangat terkenal, yang 

mengartikan keadilan sebagai suatu tujuan yang kontinyu dan konstan untuk 

memberikan kepada setiap orang haknya, yaitu : “Justice is the constant and 

continual purpose which gives to everyone his own”.
7
 

 

Keinginan untuk menciptakan kepastian hukum, kadang harus meng-

geser ke samping keadilan dan kegunaan hukum. Hasrat untuk menge-

depankan keadilan hukum, tidak jarang malah menimbulkan ketidakpastian 

hukum. Dilema filosofis hukum di atas akan terus mengemuka sepanjang 

sejarah manusia. 

Penegakan hukum dan keadilan dalam proses hukum yang adil atau 

yang berkeadilan adalah penegakan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan perlindungan dan 

manfaat bagi setiap warga negara dalam rangka tegaknya supremasi konstitusi 
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sebagai hukum dasar negara. Oleh karena itu, rangkaian asas-asas proses 

hukum yang adil dan lengkap, baik dan sempurnanya Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan 

tidak banyak berarti bagi warga negara atau masyarakat siapapun, kalau tidak 

ditegakkan atau diterapkan secara benar dan adil, serta akan menimbulkan 

citra buruk bagi Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis (rechtstaat 

en democratische).
8
 

 

Tujuan akhir dari hukum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan ke-

adilan sosial. Manusia dituntut untuk berlaku adil pada setiap sisi kehidupan-

nya, individual ataupun sosial, sebab keadilan selain kebutuhan dasar ke-

hidupan manusia dalam berhubungan dengan manusia lainnya, juga dapat 

melahirkan kebaikan di antara sesama manusia dan lingkungannya. Keadilan 

akan melahirkan ketentraman, maka tujuan hukum dalam konteks kehidupan 

sosial kemasyarakatan adalah menciptakan keadilan sosial. 

Kehidupan berhukum di Indonesia masih menimbulkan keprihatinan 

dan kekecewaan masyarakat. Hukum tidak mampu mendatangkan keadilan 

bagi semua. Penegakan hukum (law enforcement) ibarat sebilah pisau dapur, 

tajam ke bawah tumpul ke atas. Hukum bersifat represif bila berhadapan 

dengan orang kecil tak berpunya (the poor). Sebaliknya, terhadap orang 

berduit (the haves) hukum bersifat protektif dan memihak. Hukum yang me-

mihak tak akan mampu mewujudkan keadilan di masyarakat. Asas hukum 

bahwa setiap orang adalah sama di hadapan hukum (equality before the law), 

diubah masyarakat menjadi “tetapi tidak di hadapan penegak hukum”.  

Berikut dapat disajikan beberapa contoh kasus yang putusannya 

menciderai rasa keadilan masyarakat, yakni : 
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No. Pelaku Kasus Keterangan 
1. Kuatno  dan Topan Pencurian 

pisang. 

Sebelum penuntutannya 

dihentikan, pelaku diinap-

kan hampir 2 bulan di 

ruang tahanan Polres 

Cilacap. Kejaksaan menge-

luarkan surat ketetapan 

penghentian penuntutan 

untuk kasus pencurian 15 

tandan pisang itu karena 

para terdakwa tidak dapat 

dipertanggungjawabkan se-

cara hukum. Setelah di-

periksa seorang psikolog, 

akal Kuatno dan Topan 

ternyata kurang sempurna. 

2. Aal Pencurian 

sandal. 
Pelajar SMKN 3 Palu, 

Sulawesi Tengah, di-

penjara 5 tahun hanya 

karena mencuri sandal 

seharga Rp30 ribu. 
3. Basar Suyanto dan 

Kholil. 

Pencurian 

semangka. 

Sebelum divonis bebas oleh 

Pengadilan Negeri Kediri, 

keduanya diinapkan di 

ruang tahanan. Basar 

bahkan sempat ditipu               

Rp1juta oleh seorang 

oknum penegak hukum 

yang memberi iming-iming 

kasusnya dihentikan. 

4. Prita Mulyasari Pencemaran 

nama baik 

karena buruknya 

layanan rumah 

sakit. 

Prita diputus bersalah dan 

wajib membayar denda            

Rp204 juta. 

5. Nenek Minah Memetik 3 buah 

kakao. 

Diputus 1 bulan 15 hari 

penjara dengan masa 

percobaan 3 bulan 

6. Nenek Rasminah Pencurian 6 

buah piring. 

Pengadilan Negeri 

Tangerang menjatuhkan 

vonis bebas. Namun, jaksa 

mengajukan kasasi. Hakim 

di Mahkamah Agung 

memutus nenek Rasminah 

bersalah. 

 

Perkara-perkara yang mendapat kecaman dari masyarakat di atas 

karena proses penegakan hukum dari penyidikan hingga putusan yang 
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dijatuhkan jauh dari rasa keadilan, sehingga membuat masyarakat semakin 

kehilangan kepercayaan terhadap para penegak hukum. Dalam putusan 

perkara sebagaimana contoh di atas, hakim hanya menjalankan perintah yang 

ada dalam undang-undang saja. Sebagian hakim ada yang beranggapan putus-

an yang adil apabila sudah sesuai dengan bunyi undang-undang atau bersifat 

formal. Hakim harus melihat keadaan masyarakat untuk dapat menjatuhkan 

putusan yang dikatakan adil bagi masyarakat. 

Jaksa merupakan salah satu anggota dari Catur Wangsa Penegak 

Hukum di Indonesia selain polisi, hakim, dan pengacara. Sebagai penegak 

hukum, maka jaksa mempunyai tugas pokok di bidang judisial, yaitu 

melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan peng-

adilan, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana atau 

dengan perkataan lain bahwa jaksa adalah pelaksana kekuasaan negara di 

bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. 

Keberadaan jaksa sangat penting dalam upaya penegakkan hukum dan ke-

adilan dalam proses penegakan hukum.  

Hukum memang tidak selalu identik dengan keadilan, meski mungkin 

saja keadilan bisa diperoleh dari apa yang legal. Jika hukum diidentikkan 

dengan keadilan, maka berbahaya karena pencarian keadilan di luar hukum 

akan dihentikan. Keadilan adalah suatu konsep yang jauh melampaui hukum. 

Hukum tanpa keadilan tidak layak lagi disebut hukum, tetapi keadilan tanpa 

hukum tetaplah keadilan, meskipun keadilan yang defisit. Karena itu, agar 

keadilan tidak defisit, maka argumentasinya perlu fijustifikasi dengan prinsip-

prinsip hukum.
9
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Kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan dalam 3 (tiga) bidang 

sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu : 

1. Tugas dan kewenangan di bidang pidana diatur dalam Pasal 30              

ayat (1); 

2. Tugas dan kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara diatur 

dalam Pasal 30 ayat (2); 

3. Tugas dan kewenangan di bidang ketertiban dan ketentraman umum, 

diatur dalam Pasal 30 ayat (3). 

Apabila mencermati ketentuan tentang tugas dan kewenangan 

Kejaksaan di atas, maka dapat dilihat bahwa pada intinya ada 2 (dua) tugas 

dari Kejaksaan di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum secara 

represif dan penegakan hukum secara preventif. Dalam penegakan hukum 

secara represif, Kejaksaan menjalankan fungsi utamanya yaitu di bidang 

penuntutan. Sesuai dengan prinsip dominus litis, maka penetapan dan pengen-

dalian kebijakan penuntutan hanya berada di satu tangan yaitu Kejaksaan.
10

 

 

Unsur keadilanlah yang harus lebih ditekankan oleh para penegak 

hukum, sebagaimana pendapat ahli hukum berikut : 
11

 

1. Thomas Aquinas menyatakan bahwa esensi hukum adalah keadilan, oleh 

karena itu hukum harus mengandung keadilan, hukum yang tidak adil 

bukanlah hukum itu sendiri; 

2. Bismar Siregar menyatakan bahwa hakim wajib menafsirkan undang-

undang agar undang-undang berfungsi sebagai hukum yang hidup (living 

law), karena hakim tidak semata-mata menegakkan aturan formal, tetapi 

harus menemukan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat; 

3. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa ketiga unsur itu seberapa 

dapat harus ada dalam putusan secara proporsional, yaitu kepastian hukum 

(rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan keadilan (gerech-
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 Marwan Effendy, Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, 

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 179. 
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tigkeit). Itu adalah idealnya. Akan tetapi di dalam praktiknya jarang ter-

dapat putusan yang mengandung tiga unsur itu secara proporsional. Kalau 

tidak dapat diusahakan kehadirannya secara proporsional, maka paling 

tidak ketiga faktor itu seyogyanya ada dalam putusan. Tidak jarang terjadi 

kepastian hukum bertentangan dengan keadilan. “Hukumnya demikian 

bunyinya, maka harus dijalankan (kepastian hukum)”, tetapi kalau dijalan-

kan dalam keadaan tertentu akan dirasakan tidak adil (lex dura sed tamen 

scripta : hukum itu kejam, tetapi demikianlah bunyinya). Kalau dalam 

pilihan putusan sampai terjadi konflik antara keadilan dan kepastian 

hukum serta kemanfaatan, maka keadilannyalah yang harus didahulukan. 

 

Banyaknya permasalahan yang terkait dengan batas nilai kerugian 

pada tindak pidana ringan dan tindak pidana biasa, disikapi oleh Mahkamah 

Agung Republik Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor : 02 Tahun 2012 tentang 

Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.  

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 

2012 yang diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2012, mengatur mengenai 

kenaikan nilai uang denda atau nilai kerugian terhadap pasal-pasal tindak 

pidana ringan yang diatur di dalam KUHP. Kenaikan nilai denda yang 

tercantum dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan 

Pasal 482 KUHP yakni sebesar Rp250 menjadi Rp2,5 juta. 

Dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor : 02 Tahun 2012, diharapkan mampu menyesuaikan dan memberikan 

batasan yang pasti atas nilai kerugian pada tindak pidana ringan dan tindak 

pidana biasa, sehingga penyelesaian perkara tindak pidana ringan tidak 

berlarut-larut serta akan dapat memberikan kepastian, kemanfaatan dan ke-

adilan bagi masyarakat. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 menyesuaikan jumlah denda yang harus 
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dibayar oleh pelaku tindak pidana saat ini, yang mana pidana denda yang 

tercantum dalam KUHP sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. 

Pada dasarnya, pidana denda merupakan alternatif dari pidana penjara. 

Becker dan Posner mengemukakan bahwa pidana denda mempunyai beberapa 

keuntungan dibandingkan dengan pidana penjara. Penggunaan pidana denda 

dapat menghindari biaya-biaya sosial yang dikeluarkan untuk memelihara 

penjara, menghindari penahanan yang tidak perlu, dan menghindari penyia-

nyiaan modal manusia yang tidak berguna di dalam penjara.
12

 

 

Untuk tindak pidana ringan dengan nilai barang yang kecil, akan lebih 

tepat jika pelaku dikenai pidana denda dibandingkan dengan pidana penjara 

atau pidana kurungan. Dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012, tentunya para penegak hukum 

harus tetap memperhatikan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan 

tersangka/terdakwa. 

Pidana denda sebagai alternatif pemidanaan perampasan kemerdekaan 

sesungguhnya tidak hanya masalah politik kriminal semata-mata, namun 

meliputi jalinan sistem peradilan pidana. Sudarto mengatakan bahwa politik 

kriminal bukanlah semata-mata keseluruhan asas dan metode yang menjadi 

dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana, yang berupa pidana 

(sempit) bukan pula sekedar keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum 

termasuk di dalamnya cara kerja dari polisi, jaksa, dan pengadilan (agak luas). 

Melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian 

banyak alternatif. Dari sekian banyak alternatif itu dicari alternatif yang paling 

efektif dalam usaha penanggulangan tersebut, misalnya pemilihan terhadap 

alternatif tindakan preventif, kuratif, atau represif.
13

 

 

Dalam mengajukan tuntutan maupun dakwaan terhadap terdakwa, 

maka jaksa harus mengetahui tujuan pemidanaan dan mempertimbangkan 

kondisi lingkungan dan pengaruh perbuatan dari pelaku tindak pidana serta 

akibatnya terhadap korban tindak pidana. 
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 Syaiful Bakhri, Pidana Denda dan Korupsi, Cetakan I, Total Media, Yogyakarta, 

2009, hlm. 2 dan 3. 
13

 Ibid., hlm. 13. 
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Dalam hal pidana denda dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, 

maka pidana denda terletak pada kejahatan terhadap harta benda. Loebby 

Loqman menyatakan bahwa dalam hal pelaksanaan pidana tidak boleh 

melebihi keadaan-keadaan yang secara limitatif dilarang oleh sanksi-sanksi 

tertentu, sehingga harus dicari keserasian antara kerugian yang ditimbulkan 

oleh suatu tindak pidana dengan besarnya pidana denda yang harus dibayar 

oleh terpidana Untuk itu, harus dipertimbangkan dengan saksama minimum 

maupun maksimum diancamkan terhadap suatu tindak pidana.
14

 

 

Sebagai negara hukum, Indonesia dituntut untuk mewujudkan ke-

adilan dalam kehidupan masyarakatnya. Tidak pandang bulu, tetapi adil harus 

dapat dirasakan oleh setiap anggota masyarakat. Pejabat atau bukan, miskin 

atau kaya adalah sama. Mereka mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan. 

Suatu negara yang tidak mencerminkan keadilan tidak usah menyebut dirinya 

negara hukum. 

Berdasarkan pandangan yang demikian, maka disusun penelitian 

dalam bentuk tesis dengan judul : “Pelaksanaan Peraturan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian 

Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Pada 

Perkara Tindak Pidana Ringan Di Kejaksaan Negeri Semarang”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indo-

nesia Nomor : 02 Tahun 2012 dalam penyelesaian perkara tindak pidana 

ringan di Kejaksaan Negeri Semarang? 
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2. Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 pada penyelesaian 

perkara tindak pidana ringan di Kejaksaan Negeri Semarang? 

3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Per-

aturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 

pada penyelesaian perkara tindak pidana ringan di Kejaksaan Negeri 

Semarang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan               

di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Peraturan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 dalam penyelesaian 

perkara tindak pidana ringan di Kejaksaan Negeri Semarang; 

2. Untuk menelaah dan mendeskripsikan hambatan dalam pelaksanaan Per-

aturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 

pada penyelesaian perkara tindak pidana ringan di Kejaksaan Negeri 

Semarang; 

3. Untuk mengetahui dan menelaah upaya untuk mengatasi hambatan dalam 

pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 

Tahun 2012 pada penyelesaian perkara tindak pidana ringan di Kejaksaan 

Negeri Semarang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik secara 

teoritis ataupun secara praktis : 

1. Teoritis  

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan 

ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.  

2. Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

masukan mengenai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 dalam perkara tindak pidana ringan di 

Kejaksaan Negeri Semarang bagi masyarakat umum, khususnya maha-

siswa fakultas hukum, pakar hukum, dan penegak hukum. 

 

E. Kerangka Konseptual 

1. Pelaksanaan 

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh 

Poerwadarmita disebutkan bahwa batasan mengenai pelaksanaan dengan 

terlebih dahulu mengemukakan pengertian pelaksana. Pelaksana adalah 

orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun, 

sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan 

rancangan.
15
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 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 

2003, hlm. 553. 
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Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 

rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi 

biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara 

sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky 

mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky 

mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling 

menyesuaikan.
16

 

 

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksana-

kan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah 

dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat 

yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, di mana tempat pelaksanaan-

nya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses 

rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan di-

tetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis 

maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai 

sasaran dari program yang ditetapkan semula.
17

 

 

Pengertian pelaksanaan menurut The Liang Gie dan Sutarto adalah 

usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan ke-

bijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi 

segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, di mana pelaksanaannya, 

kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakan.
18

 

Menurut Bintoro Tjokromidjojo bahwa faktor pelaksanaan me-

nempati posisi paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu 

program untuk diwujudkan, maka dalam proses kegiatannya perlu mem-

perhatikan beberapa hal, antara lain : 
19
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 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2002, hlm. 70. 
17

 Abdullah Syukur, Kumpulan Makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep 

Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan, Persadi, Ujung Pandang, 1987, hlm. 40. 
18

 The Liang Gie dan Sutarto, Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi, 

Karya Kencana, Yogyakarta, 1997, hlm. 191. 
19

 Bintoro Tjokromidjojo, Teori Strategi Pembangunan Nasional, Gunung Agung, 

Jakarta, 2000, hlm. 199. 
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a. Perlu ditentukan secara jelas siapa atau badan/lembaga mana secara 

fungsional akan diserahi wewenang mengkoordinasi program di dalam 

suatu sektor; 

b. Perlu diperhatikan penyusunan program pelaksanaan yang jelas dan 

baik. Dalam program pelaksanaan itu, dasar prinsip fungsional perlu 

dituangkan ke dalam rangkaian prosedur yang serasi, jelas dan ditaati 

oleh semua pihak yang terlibat dalam hubungan pelaksanaan program 

tersebut; 

c. Perlu dikembangkan hubungan kerja yang lebih baik, antara lain dalam 

bentuk badan kerjasama atau suatu panitia kerjasama dengan tanggung 

jawab dan koordinasi yang jelas; 

d. Perlu diusahakan koordinasi melalui proses penyusunan anggaran dan 

pelaksanaan pembiayaan. 

 

2. Perma Nomor : 02 Tahun 2012 

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) pada dasarnya adalah bentuk 

peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara. Perma adalah per-

aturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara sebagaimana dimaksud 

Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 57/KMA/SK/ 

IV/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor : 271 /KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman 

Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Fungsi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) adalah untuk menye-

lenggaraan aturan lebih lanjut atau mengisi kekosongan aturan yang ber-

kaitan dengan lembaga peradilan dan hukum acaranya. Dasar hukumnya 

adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 

dan Pasal 4 ayat (2) TAP MPR No. : III/MPR/2000. Sebenarnya Perma ini 
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bukan termasuk jenis peraturan perundang-undangan, tetapi termasuk jenis 

peraturan perundang-undangan semu (pseudowetgeving/beleidsregels).
20

 

Secara yuridis, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan 

hirarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

d. Peraturan Pemerintah; 

e. Peraturan Presiden; 

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Dari sisi jenis dan hirarkis peraturan perundang-undang tersebut, 

maka Perma jelas tidak termasuk. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa :  

Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh 

Majelis Permusyawaran Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Kons-

titusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indo-

nesia, menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang 

dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah 

undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, 

gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, 

bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat. 
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 FSPS, Fungsi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), diakses dalam http://www. 

fsps.or.id/2016/01/fungsi-peraturan-mahkamah-agung-perma.html, tanggal 21 Maret 2018, jam : 

8.38 pm. 
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Dari ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tersebut, maka : 
21

 

a. Perma diakui keberadaannya sebagai jenis peraturan perundang-

undangan;  

b. Keberadaan Perma sebagai jenis dari peraturan perundang-undangan 

yang ditetapkan Mahkamah Agung diakui keberadannya dan mem-

punyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperlukan oleh 

undang-undang yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan ke-

wenangan.  

Perma Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan 

Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP dituju-

kan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada tindak pidana 

ringan dalam KUHP. 

Dalam perkara pencurian, penggelapan, penipuan, sampai pada 

pemeriksaan di sidang pengadilan, dalam menerima pelimpahan perkara 

tersebut dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai 

barang atau uang yang menjadi objek perkara tersebut. Apabila nilai 

barang atau uang tersebut nilainya tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua 

juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang telah ditetapkan Perma 

Nomor : 02 Tahun 2012, maka perkara tersebut diputus dengan acara 

pemeriksaan tindak pidana ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 205-

                                                 
21

 Boy Yendra Tamin, Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Dalam 

Tataran Peraturan Perundang-Undangan, diakses dalam https://www.boyyendratamin.com/ 

2015/06/kedudukan-peraturan-mahkamah-agung.html, tanggal 21 Maret 2018, waktu : 8.51 pm.  
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210 KUHAP. Ketua Pengadilan menetapkan hakim tunggal untuk me-

meriksa perkara tersebut. 

3. Pidana 

Pengertian pidana menurut Roeslan Saleh adalah reaksi atas delik, 

dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada 

pembuat delik itu.
22

  

Di dalam hukum pidana, dikenal adanya asas legalitas, yang 

bermakna bahwa : “Tidak seorang pun dapat dipidana atau dikenakan 

tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak 

pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat per-

buatan itu dilakukan [Pasal 1 ayat (2) KUHP].” Di sini jelas bahwa dalam 

pemidanaan harus ada peraturanan perundang-undangan yang ada dan 

sudah menjadi asas hukum pidana dimana agar seseorang dapat dijatuhi 

hukuman tergantung dari 2 (dua) hal, yaitu : 

a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau adanya per-

buatan melawan hukum atau undang-undang (unsur objektif); 

b. Adanya pelaku yang bertanggungjawab atas perbuatan melawan 

hukum itu, ini disebut unsur atau elemen subjektif. 

Ini berarti tak mungkin seseorang dipidana (dipertanggung 

jawabkan) kalau orang itu tidak melakukan perbuatan pidana, juga harus 

dipahami meskipun seseorang melakukan perbuatan pidana, seseorang itu 

tidak selalu dijatuhi hukuman. Dengan demikian dalam suatu perbuatan 
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 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, 

Bandung, 1992, hlm. 2. 
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pidana unsur melawan hukum termasuk unsur yang menentukan agar se-

seorang dapat dijatuhi hukuman. 

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang 

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana, dan 

pidana ini dijatuhkan atau ditetapkan melalui putusan pengadilan yang 

memeriksa dan menyelesaikan perkara yang bersangkutan.
23

 

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang 

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut 

ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari hukuman pokok dan 

hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman 

penjara (yang dapat berupa hukuman seumur hidup atau hukuman 

sementara waktu), hukuman kurungan dan denda. Sementara hukuman 

tambahan dapat berupa pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan 

barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. 

Selain sanksi pidana, dikenal pula dengan tindakan. Berdasarkan 

tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga bertolak dari ide dasar 

yang berbeda. Sanski pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa 

(bijzonder leed) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatan-

nya. Selain ditujukan kepada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, 

sanski pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap 

perbuatan si pelaku. Dengan demikian, perbedaan prinsip antara sanksi 

pidana dan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, 

bukan ada tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan sanksi tindakan 

tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori-teori 

pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak mem-

balas. Ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi 

masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat 

itu. Singkatnya, sanski pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi ter-
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hadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanski tindakan berorientasi pada 

ide perlindungan masyarakat.
24

 

 

Menurut Roeslan Saleh dipidana atau tidaknya seseorang yang 

melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan 

perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan 

perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat 

dikenakan sanksi pidana, akan tetapi apabila ia telah melakukan perbuatan 

yang terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak 

dipidana. Hal ini mengenai asas kesalahan yang memisahkan antara 

perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan 

ajaran dualisme.
25

 
 

Jenis pidana pokok dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

terdiri atas 4 (empat) jenis, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana 

kurungan, dan pidana denda. Menurut Widodo bahwa dalam hukum 

pidana materiil Indonesia, ada 6 (enam) jenis pidana pokok, yaitu pidana 

mati, pidana penjara (terdiri atas pidana seumur hidup dan pidana 

sementara), pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan, dan pidana 

pengawasan.
26

 

 

4. Denda  

Pidana denda adalah suatu hukuman berdasarkan ketentuan KUHP 

wajib membayar sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan pengadilan 

kepada negara. Pidana denda menurut Remmelink adalah suatu hukuman. 

Hal ini mengimplikasikan bahwa terpidana wajib membayar sejumlah 

uang yang ditetapkan dalam putusan pengadilan kepada negara, tidak 

dapat mendayagunakankeberatan atau perlawanan dalam konteks hukum 

keperdataan terhadap negara.
27

 

 

Selama ini, jika pelaku kejahatan tidak dapat membayar pidana 

denda yang dijatuhkan, sebagai alternatif dapat diganti dengan pidana 

kurungan. Hal inilah yang membuat penjatuhan pidana denda tidak efektif 

dalam pelaksanaannya. 
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Pidana denda diancamkan, dan seringkali sebagai alternatif dengan 

pidana kurungan terhadap hampir semua “pelanggaran” (overtredingen) 

yang tercantum dalam Buku III KUHP. Terhadap semua kejahatan ringan, 

pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dengan pidana penjara. 

Demikian juga terhadap bagian terbesar kejahatan-kejahatan yang tidak 

dilakukan dengan sengaja. Pidana denda itu jarang sekali diancamkan 

terhadap kejahatan-kejahatan yang lain.
28

 

 

Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan, harus tetap 

menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia 

tetap dihormati. Oleh karena itu, pemidanaan harus mempunyai tujuan dan 

fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan 

masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. 

 

Sanksi mengandung inti berupa ancaman pidana (strafbedreiging) 

dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan supaya ditaati 

dan atau sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Sanksi di dalam 

undang-undang dapat disusun : “diancam pidana paling lama 5 tahun atau 

denda paling banyak enam  puluh  rupiah  (dikalikan 15) atau dapat 

disusun : “diancam pidana penjara paling lama 9 tahun”.
29 

 

Menurut Oemar Seno Adji bahwa pidana adalah reaksi atas delik, 

dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimbulkan negara 

kepada pembuat delik. Sedangkan Sudarto mengartikan pidana sebagai 

penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan 

perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
30

 

 

Sanksi pidana merupakan penetapan tentang adanya suatu 

kepastian hukum terhadap diri subjek hukum akibat tindakan yang dilaku-

kannya bertentangan dan melawan hukum.
31

 

Bentuk pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana 

yang terbukti di Pengadilan berupa pidana pokok dan pidana tambahan. 

Pidana pokok dalam Pasal 10 huruf a KUHP, terdiri dari pidana mati, 
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pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. 

Sedangkan pidana tambahan dalam Pasal 10 huruf b KUHP, berupa 

pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan 

pengumuman putusan hakim.  

Dengan melihat urutannya, di mana urutan pidana dalam Pasal 10 

KUHP dibuat menurut beratnya pidana, sehingga yang disebut lebih 

dahulu adalah yang lebih berat. Dalam KUHP terjemahan Badan 

Pembinaan Hukum Nasional, pada Pasa110 KUHP dicantumkan pidana 

tutupan sebagai pidana pokok bagian akhir di bawah pidana denda. 

Pencantuman ini didasarkan kepada Undang-undang Nomor 20                  

Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan. 

Jenis pidana pokok yang keempat dalam KUHP adalah pidana 

denda. Pidana denda dalam KUHP, paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh 

lima sen [Pasal 30 ayat (1) KUHP]. Akibat hukum apabila terpidana tidak 

membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan 

(Pasal 30 angka 2 KUHP), dan hal tersebut dinamakan dengan pidana 

kurungan pengganti. 

5. Tindak Pidana Ringan 

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, 

yaitu dari perkataan “Strafbaar Feit” yang diterjemahkan sebagai suatu 

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai 

ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu.
32
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Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan 

keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan 

pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan ke-

salahan dilakukan seseorang (yang mampu bertanggung jawab).
33

 

Teguh Prasetyo memberikan definisi tindak pidana sebagai 

perbuatan yang oleh aturan hukum, dilarang dan diancam dengan pidana, 

di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif 

(melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum), juga 

perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya 

diharuskan oleh hukum).
34

 

 

Istilah tindak pidana ini, karena timbulnya dari pihak kementrian 

kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undanagan. Meskipun kata 

“tindak” lebih pendek dari “perbuatan”, tapi “tindak” tidak menunjukkan 

pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan 

perbuatan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan 

perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau 

sikap jasmani seseorang. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu 

dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah 

tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya 

hampir selalu dipakai pula kata perbuatan. Contohnya adalah Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Umum (Pasal 127, Pasal 

129, dan lain-lain).
35

 

 

Menurut Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purbacakara bahwa 

tindak pidana diartikan sebagai sikap tindak pidana atau perilaku manusia 

yang masuk ke dalam ruang lingkup tingkah laku perumusan kaidah 

hukum pidana yang melanggar hukum dan didasarkan kesalahan.
36

 

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. 

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan 

istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak 
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kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang 

pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang 

harus dihindari dan barang siapa melanggarnya, maka akan dikenakan 

pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang 

harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-

undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat 

maupun daerah.
37

 

 

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam 

undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan 

dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan 

mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia 

mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada 

waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan 

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.
38

 

 

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang 

dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku 

adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan 

umum.
39

 

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, 

antara lain sebagai berikut : 
40

 

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan 

antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran 

yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi 

“kejahatan” dan “pelanggaran“ itu bukan hanya merupakan dasar bagi 

pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan 

juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam 

perundang-undangan secara keseluruhan; 

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil 

(formeel delicten) dan tindak pidana materil (materiil delicten). Tindak 
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pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan 

yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya 

Pasal 362 KUHP, yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil inti 

larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu 

siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang 

dipertanggung jawabkan dan dipidana; 

c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak 

pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja 

(culpose delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang 

diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut : Pasal 338 KUHP 

(pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa 

orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. 

Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada 

kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya 

seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan 

Pasal 360 KUHP; 

d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif). Perbuatan 

aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujud-

kannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, 

misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 

KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni 

dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang 

dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur 

perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 

304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana 

yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat 

dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung 

unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur 

dalam Pasal 338 KUHP seperti ibu tidak menyusui bayinya sehingga 

anak tersebut meninggal. 

 

Dalam masalah tindak pidana (criminal act), terdapat dua hal yang 

tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu mata rantai yang tidak akan 

pernah terputus, yaitu kejahatan dan hukuman. Suatu bentuk perintah dan 

larangan saja tidaklah cukup untuk mendorong seseorang meninggalkan 

suatu perbuatan atau melaksanakannya, untuk itulah diperlukan sanksi 

berupa hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya.
41

  

 

Semula konsep mengenal pembagian kejahatan dan pelanggaran 

sebagai suatu kualifikasi delik, namun dalam pola kerja konsep masih 

diadakan pengklasifikasian terhadap bobot delik, salah satunya delik yang 

dipandang sangat ringan, yaitu delik yang hanya diancam dengan pidana 
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denda ringan (kategori I dan kategori II) secara tunggal.
42

 Selain itu, 

dilihat dari segi akibat yang ditimbulkan tidak menimbulkan kerugian 

yang cukup berat. 

 

Pasal 205 ayat (1) KUHAP secara tegas disebutkan perihal acara 

pemeriksaan tindak pidana ringan sebagai berikut :  

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan 

ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan 

paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh 

ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang 

ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini. 

 

Dengan demikian, kategori tindak pidana ringan sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal ini merupakan perkara dengan ancaman pidana 

paling lama tiga bulan dan/atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus 

rupiah, sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 02 

Tahun 2012 Pasal 1, maka perkara tindak pidana ringan yang disidangkan 

dengan acara pemeriksaan cepat sebagaimana Pasal 205 ayat (1) KUHAP 

adalah : 

a. Pasal 364 KUHP (pencurian ringan); 

b. Pasal 373 (penggelapan ringan); 

c. Pasal 379 (penipuan ringan); 

d. Pasal 384 (penipuan ringan oleh penjual); 

e. Pasal 407 ayat (1) [perusakan ringan]; dan  

f. Pasal 482 (penadahan ringan). 
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6. KUHP 

KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah kitab 

undang-undang hukum yang berlaku sebagai dasar hukum di Indonesia. 

KUHP merupakan bagian hukum politik yang berlaku di Indonesia, dan 

terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum 

pidana formil. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materiil 

adalah tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi). 

Sedangkan, hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tentang 

pelaksanaan hukum pidana materiil.
43

 

KUHP adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang 

sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial 

Belanda, yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie. Penge-

sahannya dilakukan melalui Staatsblad Tahun 1915 nomor 732 dan mulai 

berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap 

diberlakukan disertai penyelarasan kondisi berupa pencabutan pasal-pasal 

yang tidak lagi relevan. Hal ini berdasarkan pada Ketentuan Peralihan 

Pasal II UUD 1945 yang menyatakan bahwa : “Segala badan negara dan 

peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan 

yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Ketentuan tersebutlah 
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yang kemudian menjadi dasar hukum pemberlakuan semua peraturan per-

undang-undangan pada masa kolonial pada masa kemerdekaan.
44

 

Untuk menegaskan kembali pemberlakuan hukum pidana pada 

masa kolonial tersebut, pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah 

kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang 

Peraturan Hukum Pidana. Undang-Undang inilah yang kemudian dijadi-

kan dasar hukum perubahan Wetboek van Strafrecht voor Netherlands 

Indie menjadi Wetboek van Strafrecht (WvS), yang kemudian dikenal 

dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun demikian, 

dalam Pasal XVII Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 juga terdapat 

ketentuan yang menyatakan bahwa: “Undang-Undang ini mulai berlaku 

buat Pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah 

lain pada hari yang akan ditetapkan oleh presiden”. Dengan demikian, 

pemberlakuan Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie menjadi 

Wetboek van Strafrecht hanya terbatas pada wilayah Jawa dan Madura. 

Pemberlakuan KUHP di seluruh wilayah Republik Indonesia baru dilaku-

kan pada tanggal 20 September 1958, dengan diundangkannya Undang-

Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang  Peraturan 

Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagaimana yang dinyatakan 

dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1958 yang berbunyi : 
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“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Per-

aturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik 

Indonesia”.
45

 

7. Kejaksaan Negeri 

Tugas dan wewenang Jaksa Agung dan Kejaksaan baru diatur 

secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan. Undang-Undang ini kemudian 

dicabut dan diganti dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang 

Kejaksaan.  

Selanjutnya, untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran 

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang 

melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan yang bebas dan 

merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh 

kekuasaan lainnya, maka pada tanggal 26 Juli 2004, terbit Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-

Undang Kejaksaan). 

Adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tersebut me-

nunjukkan bahwa eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya 

penegakan hukum tidak bisa diabaikan. Hal tersebut di samping secara 

normatif telah tersedia penegasan keberadaan Kejaksaan, juga dalam 

tataran faktual, masyarakat menghendaki lembaga/aparat penegak hukum 

benar-benar berperan sehingga terwujud rasa keadilan, kepastian hukum 

dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara.
46
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Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 pada Pasal 2           

ayat (1) disebutkan bahwa : “Kejaksaan Republik Indonesia yang 

selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga 

pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan 

serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. 

Kejaksaan Negeri ( Kejari) adalah lembaga kejaksaan yang ber-

kedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wi-

layah kekuasaan kabupaten/kota. Kejaksaan negeri merupakan kekuasaan 

negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan 

satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.
47

 

Kejaksaan negeri dipimpin oleh kepala kejaksaan negeri, yang 

mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah 

hukumnya. Kejaksaan negeri dibentuk dengan keputusan presiden atas 

usul jaksa agung. Dalam hal tertentu di daerah hukum kejaksaan negeri 

dapat dibentuk cabang kejaksaan negeri, yang dibentuk dengan keputusan 

jaksa agung.
48

 

Selanjutnya dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2004 dinyatakan bahwa : 

Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : 

1. Melakukan penuntutan; 

2. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 
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3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana 

bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas 

bersyarat; 

4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu 

berdasarkan undang-undang; 

5. Melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat 

melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke 

Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan 

penyidik.  

 

Kemudian berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang           

Nomor 16 Tahun 2004, di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan 

dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan 

untuk dan atas nama negara atau pemerintah. 

Dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, 

di bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut 

menyelenggarakan kegiatan ; 

a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 

b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum; 

c. Pengawasan peredaran barang cetakan; 

d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan 

masyarakat dan negara; 

e. Pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; 

f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. 

 

Apabila mencermati ketentuan tentang tugas dan kewenangan 

Kejaksaan di atas, maka dapat dilihat bahwa Kejaksaan mempunyai tugas 

dan kewenangan dalam 3 (tiga) bidang, yaitu : 

1. Tugas dan kewenangan di bidang pidana diatur dalam Pasal 30              

ayat (1); 
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2. Tugas dan kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara diatur 

dalam Pasal 30 ayat (2); 

3. Tugas dan kewenangan di bidang ketertiban dan ketentraman umum, 

diatur dalam Pasal 30 ayat (3). 

Apabila mencermati ketentuan tentang tugas dan kewenangan 

Kejaksaan di atas, maka dapat dilihat bahwa pada intinya ada 2 (dua) tugas 

dari Kejaksaan di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum 

secara represif dan penegakan hukum secara preventif. Dalam penegakan 

hukum secara represif, Kejaksaan menjalankan fungsi utamanya yaitu              

di bidang penuntutan. Sesuai dengan prinsip dominus litis, maka 

penetapan dan pengendalian kebijakan penuntutan hanya berada di satu 

tangan yaitu Kejaksaan.
49

 

 

Selain fungsi utama di bidang penuntutan tersebut, Kejaksaan juga 

mempunyai kewenangan di bidang penyidikan terhadap tindak pidana 

tertentu yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana hak asasi manusia 

(HAM). Kemudian dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8               

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang, maka Kejaksaan juga berwenang melakukan penyidikan 

terhadap tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari hasil 

tindak pidana korupsi. 

 

F. Kerangka Teoretik 

1. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau 

ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pe-

doman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang 

                                                 
49

 Ibid., hlm. 179. 



 

 

36 

suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksana-

kan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum 

merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan 

sosiologi.
50

 

 

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan 

dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan 

logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) 

dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma 

lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. 

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, 

tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat di-

pengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan 

keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual 

mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil 

bukan sekedar hukum yang buruk.
51

 

 

Menurut Utrecht bahwa kepastian hukum mengandung 2 (dua) 

pengertian, yaitu : 
52

 

a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan  

b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah 

karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat 

mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh 

negara terhadap individu. 

 

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik 

yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang 

cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, 

karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan 

aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar men-

jamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan 

oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum 

yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan 

bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau ke-

manfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.
53
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Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi 

keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-

sungguh berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. Menurut Gustav 

Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang 

tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hu-

kum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan 

dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. 

Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai, yaitu nilai 

keadilan dan kebahagiaan.
54

 

 

2. Teori Keadilan 

Adil dan keadilan menurut Islam bersifat absolut. Keadilan telah 

ditentukan dalam Al Quran. Umat Islam harus yakin, semua yang terjadi 

dan diberikan manusia merupakan keadilan Allah S.W.T yang tidak dapat 

diganggu gugat. Dalam hubungan antar sesama manusia (hablu minannas) 

untuk memberikan dan berbuat adil. Islam memberikan tuntunan sebagai-

mana disebutkan dalam Al Quran dan Hadist. Dalam memberikan dan ber-

buat adil antar sesama manusia pada perkembangannya muncul berbagai 

cara dan ukuran-ukuran yang berbeda tergantung sudut pandang masing-

masing.
55

 

 

Burhanuddin Salam mengatakan bahwa keadilan itu bukan penger-

tian, melainkan suatu kualitas hasil dari sesuatu perbuatan yang dinilai adil 

setelah diadakan pemisahan, seleksi mana yang benar dan salah.
56

 

Keadilan sebagaimana diungkapkan merupakan hasil dari suatu proses 

pemilihan dan pemilahan. Gagasan keadilan bukan sebagai balas jasa, 

melainkan menghidarkan dari kesewenang-wenangan antar sesama manu-

sia yang mengakibatkan ketidakadilan kesewenang-wenangan kekuasaan. 

kekuatan seseorang di atas orang lain digunakan langsung atau tidak me-

lalui kekuasaan.
57

 

 

Instrumen yang dapat digunakan untuk mencegah kesewenang-

wenangan untuk mengatur dan membatasi hak dan kewajiban, yaitu aturan 

hukum. Pengaturan agar berbuat adil mengalami perluasan makna, yaitu 

anti diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin atau 

gender. Dalam keadilan terdapat ciri khusus yang menjadi khasnya, yaitu 
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keadilan tertuju pada orang lain, keadilan harus ditegakkan dan dilaksa-

nakan. Keadilan menuntut persamaan (equality).
58

 

 

Roos mengemukakan bahwa prinsip formal keadilan, yaitu sebagai 

dasar hukum. Peraturan legal sebaiknya dibuat dengan tidak sewenang-

wenang, tetapi berdasarkan aturan umum. Pada awalnya, hukum dicipta-

kan mewujudkan keadilan. Dalam perkembangannya, keadilan menjadi 

salah satu tujuan hukum sebagaimana dikemukakan Geny dengan teori 

Etisnya. Menurut teori etis bahwa pada asasnya tujuan hukum untuk men-

capai keadilan. Aliran etis dapat dianggap sebagai ajaran moral ideal atau 

ajaran moral teoritis.
59

  

 

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa jika dikatakan bah-

wa hukum itu bertujuan mewujudkan keadilan, berarti bahwa hukum itu 

identik atau jumbuh dengan keadilan. Hukum tidak identik dengan ke-

adilan. Dengan demikian teori etis itu berat sebelah.
60

 

Aristoteles mengatakan bahwa : “Justice is political virtue, by the 

rules of it the state is regulated and these rules the criterion of what is 

right”.
61

 Berdasarkan sifatnya, keadilan dibedakan 2 (dua) macam,              

yaitu : 
62

 

a. Keadilan umum; 

Pembentukannya diidentifikasikan dengan keseluruhan kebe-

naran, kebaikan lengkap, dan pandangan hukumnya meliputi seluruh 

jangkauan aktivitas manusia. Hal ini terlalu luas untuk dapat dijangkau 

sehingga keadilan umum dapat diterima dengan kesesuaian hukum. 

Dalam menyetujui tuntutan keadilan perlu meyakinkan bahwa semua 

yang dilibatkan telah mempertimbangkan dan tidak seorangpun diberi 

preferensi pada dasar yang tidak relevan. 
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b. Keadilan utama.  

Keadilan utama atau keadilan khusus terbagi menjadi keadilan 

distributif dan keadilan korektif atau komutatif : 

 

1) Keadilan distributif menuntut bahwa setiap orang mendapat apa 

yang menjadi hak atau jatahnya “suum cuique tribuere atau to each 

his own”. Dengan kata lain, keadilan distributif harus memper-

timbangkan perbedaan individu. Pada dasarnya keadilan distributif 

mengukur alokasi penghargaan, jasa dan sejenisnya. Keadilan dis-

tributif selanjutnya menjadi ukuran kebaikan. Menurut Aristoteles 

kebaikan diinterpretasikan secara berbeda dalam masyarakat yang 

berbeda, standar disesuaikan dalam perbedaan masyarakatnya; 

2) Keadilan korektif, yaitu memperbaiki kesamaan yang dilanggar. 

Tujuan keadilan korektif, yaitu memperbaiki keseimbangan yang 

terganggu dalam bentuk kompensasi sebagai akibat yang ditimbul-

kan dari pelanggaran kepercayaan atau sebaliknya. Prinsip keadilan 

korektif, yaitu kesamaan aritmatika. Di mana kelompok-kelompok 

diperlakukan secara sama dan tujuan penilaian ada di antara ke-

untungan dan kerugian. Keadilan korektif disebut juga keadilan 

komutatif yang menurut Sudikno Mertokusumo diartikan memberi 

kepada setiap orang sama banyaknya. 

 

G. Metode Penelitian 

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan 

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna 

menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk 

mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian 

hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka know-how di dalam 

hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi dalam menye-

lesaikan masalah yang dihadapi.
 63

 

 

Dalam melakukan suatu penelitian untuk mencapai tujuan, umumnya 

diperlukan suatu metode yang akurat dan terarah, sehingga tujuan dapat 

dicapai secara utuh dan menyeluruh, demikian juga untuk memperoleh dan 

mengumpulkan data di dalam penelitian tersebut, diperlukan suatu metodologi 

yang tepat, sehingga apa yang ingin dijangkau di dalam suatu penelitian dapat 

dipertanggung jawabkan kebenarannya.
64
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Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-

langkah berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

metode yuridis sosiologis, yaitu selain menggunakan asas dan prinsip 

hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, 

penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam praktek.
65

 

Penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan Peraturan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian 

Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Pada 

Perkara Tindak Pidana Ringan di Kejaksaan Negeri Semarang. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis, karena peneliti 

berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan 

objek penelitian, yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik 

kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.
66

 Dikatakan deskriptif karena 

dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, 

rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang 

diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun data kasus yang akan 

dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. 
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3. Sumber dan Jenis Data 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil 

penelitian sosiologis/empiris, yaitu dilakukan langsung di dalam 

masyarakat, teknik yang digunakan adalah wawancara dengan jaksa di 

Kejaksaan Negeri Semarang. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan 

pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari 

instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.
67

 Data 

sekunder ini mencakup : 

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 

dan terdiri dari : 

a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila; 

b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 

d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 
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e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia; 

f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 

Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana 

Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Pada Perkara Tindak 

Pidana Ringan; 

g) Berbagai peraturan yang berkaitan dengan penerapan pidana 

denda. 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : 

a) Kepustakaan yang berkaitan dengan Pidana; 

b) Kepustakaan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Ringan;  

c) Kepustakaan yang berkaitan dengan Denda; dan 

d) Kepustakaan yang berkaitan dengan Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana. 

3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 

seperti : 

a) Kamus hukum; 

b) Kamus Bahasa Indonesia; 

c) Ensiklopedia. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya 

pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.
68

 

Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman 

pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah 

data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dan 

studi kepustakaan. 

a. Studi Lapangan 

Dalam penelitian lapangan, teknik pengumpul data yang 

digunakan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman 

wawancara. Pengajuan pertanyaan secara terstruktur, kemudian 

beberapa butir pertanyaan diperdalam untuk memperoleh keterangan 

dan penjelasan lebih lanjut. Wawancara dilakukan dengan subjek 

peneliti, yaitu jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang untuk memperoleh 

data mengenai penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan 

Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Pada Perkara 

Tindak Pidana Ringan, yakni Kasipidum di Kejaksaan Negeri 

Semarang Bambang Rudi Hartoko, S.H. 

b. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mencari buku-buku 

yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan 
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dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tertier. 

5. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Semarang, beralamat 

di Jalan Abdulrachman Saleh No. 5-9, Semarang Barat, Kalibanteng 

Kulon, Kota Semarang, Jawa Tengah 50145. 

6. Teknik Analisis Data 

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian 

dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dilakukan 

dianalisis. Analisis yang dipergunakan dalam tesis ini adalah analisa 

kualitatif,
 

yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif analitis, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan 

atau dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan juga 

perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang 

utuh.
69

 

 

Berdasarkan analisa kualitatif tersebut, penulis akan menguraikan 

secara terperinci tentang pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Repu-

blik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan 

Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Pada Perkara 

Tindak Pidana Ringan di Kejaksaan Negeri Semarang, dengan bertitik 

tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif mau-

pun norma hukum lainya yang berhubungan dengan pokok permasalahan, 

serta bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan dan informasi-informasi 

yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan hasil analisis tersebut 

dilaporkan dalam bentuk karya tulis. 
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Selain itu, digunakan juga metode deduksi-induksi untuk mem-

perkuat argumentasi yang dikemukakan. Metode tersebut diterapkan 

karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan dan meng-

gambarkan data sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud untuk meng-

gambarkan bagaimana pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak 

Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Pada Perkara Tindak 

Pidana Ringan di Kejaksaan Negeri Semarang pada masa yang akan 

datang. 

 

H. Sistematika Penulisan Tesis 

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan 

antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan tesis ini akan 

dijabarkan sebagai berikut : 

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang 

Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika 

Penulisan Tesis. 

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang tinjauan umum 

tentang pidana, tinjauan umum tentang denda, tinjauan umum tentang tindak 

pidana ringan, dan tindak pidana menurut perspektif hukum Islam. 

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi tentang 

uraian mengenai : Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indo-

nesia Nomor : 02 Tahun 2012 dalam penyelesaian perkara tindak pidana 
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ringan di Kejaksaan Negeri Semarang, Hambatan dalam pelaksanaan Per-

aturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 pada 

penyelesaian perkara tindak pidana ringan di Kejaksaan Negeri Semarang, 

serta Upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 pada 

penyelesaian perkara tindak pidana ringan di Kejaksaan Negeri Semarang. 

Bab IV adalah Penutup, yang berisi Simpulan dari penelitian yang 

dilengkapi dengan Saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


